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Earthquakes not only cause physical damage to buildings but also to the social and 
psychological conditions of individuals and society. The most vulnerable to all forms of 
implications arising from the earthquake are children. Problems arise when the economic 
capacity of the extended family also decreases so that they cannot take over the responsibility of 
nurturing children affected by the disaster. This study aims to identify and describe the actors 
who take over the responsibility of nurturing child victims of earthquakes, a mechanism carried 
out to take over the responsibilities of child care and the pattern of nurturing children affected by 
the earthquake. An exploratory-descriptive quantitative method is used in conducting research. 
The study population is parents who have children victims of earthquakes. While the study 
sample was 49 parents who had sons or daughters of the earthquake. The research instrument 
used a questionnaire. Data is processed using the SPSS computer program. The study was 
conducted in Padang Pariaman District, West Sumatra Province. The results of the study show 
that the most dominant family that helps maintain children is the extended family of women. 
Extensive family members are still the cornerstone of asking for childcare assistance when 
families experience difficulties. While the family of the mother's sister is the most dominant in 
providing assistance. The mechanism for taking over parenting is done not formally through a 
written agreement. Initiatives to take over parenting can come from extended family relatives, 
foster parents or disaster victims' parents who submit directly to caregivers. The form of child 
care given to the child who is the responsibility of the caregivers varies from just taking care of 
the child to fulfilling all the needs of the child. The forms of child care that are borne by 
caregivers are not only limited to caring for the child but also caring for, educating, fulfilling 
children's clothing, shelter, and food. 
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Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Berbagai bencana selalu menyertai setiap 
tahunnya. Trend bencana juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya bahaya 
bencana, seperti gempa, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan dan lahan, puting beliung, dan cuaca ekstrem, juga masih tingginya kerentanan dan masih 
rendahnya kapasitas menyebabkan tingginya risiko bencana.  
Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana meningkat hampir 20 kali lipat. 
Selama tahun 2017 bencana di Indonesia terjadi sebanyak 2.372 kali dengan dampak bencana 
sebanyak 377 jiwa meninggal dunia/hilang dan 3,49 juta jiwa terdampak/mengungsi. Menurut 
 data yang dirilis oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB selama tahun 2018, hingga 
Kamis (25/10/2018), tercatat 1.999 kejadian bencana di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan 
bencana sangat besar, data yang telah tercatat menunjukan 3.548 orang meninggal dunia dan 
hilang, 13.112 orang luka-luka, 3,06 juta jiwa mengungsi dan terdampak bencana, 339.969 
rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah rusak ringan, dan ribuan fasilitas 
umum rusak (https://www.bnpb.go.id). 
Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data historis yang mencatat kegiatan seismik 
selama 200 tahun kebelakang memperlihatkan gambaran daerah yang sangat rawan terhadap 
gempa, berkaitan dengan lokasinya yang terletak pada zona pertemuan dari empat lempengan 
tektonik yang besar. Struktur geologi daerah ditambah dengan pemukiman penduduk yang padat 
di zona amplifikasi gempa yang lebih tinggi membantu menjelaskan kerusakan besar akibat 
gempa bumi, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan dan kerugian secara material.  
Kejadian gempa terakhir yang mempunyai kekuatan yang relative besar terjadi pada 
tahun 2009. Gempa berkekuatan 7.6 mengguncang Provinsi Sumatera Barat terjadi pada tanggal 
30 September 2009. Kerusakan yang terjadi akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 
kabupaten/kota dan memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Daerah yang terkena dampak 
paling parah adalah Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Data Posko 
Induk Satkorlak PB Pemprov Sumbar (2009) mencatat 1.117 korban jiwa, 239 hilang, 1.214 
mengalami luka berat dan 1.688 lainnya luka sedang dan ringan. Kerusakan bangunan tempat 
tinggal, tercatat 135.299 rumah rusak berat, 65.306 rusak sedang dan 78.591 rusak ringan. 
Gempa tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik bangunan tetapi juga pada kondisi 
sosial ekonomi dan psikologis individu dan masyarakat. Resiko psikologis akibat gempa bumi 
yang dialami oleh individu misalnya mengalami kehilangan sumber daya yang bernilai, seperti 
kehilangan orang yang dicintai, harta benda yang dimiliki, hubungan sosial dan komunitas atau 
ketika kehilangan pegangan hidupnya akan menyebabkan stress dan trauma. Banyak diantara 
mereka yang  tidak saja  mengalami  trauma  fisik  berupa  luka-luka  namun juga trauma 
psikologis akibat harus kehilangan orangtua ataupun orang yang selama ini mengasuhnya, sanak 
saudara, teman sepermainan, guru, ataupun orang-orang lainnya yang memiliki kedekatan 
emosional dengan mereka.  
Pihak yang paling rentan terhadap segala bentuk implikasi yang muncul akibat bencana 
gempa bumi adalah anak. Peristiwa luar biasa yang menimpa anak-anak seperti gempa bumi 
dapat menyebabkan gangguan kecemasan dengan bentuk yang bermacam-macam. Gangguan 
kecemasan pascatrauma bagi anak yang mengalami bencana gempa bumi dapat dikategorikan 
sebagai suatu gangguan kecemasan dengan indikator dan ciri-ciri diagnostik tertentu yang 
berbeda dengan kecemasan biasa. Gangguan kecemasan pascatrauma (Post Traumatic Stress 
Disorder/PTSD)  merujuk pada gangguan psikologis dan luka emosional yang dialami oleh 
individu yang mengalami suatu peristiwa tragis dan luar biasa (Schiraldi, 2000).  
Gangguan kecemasan pascatrauma pada anak-anak jika tidak dikelola dengan baik akan 
menimbulkan gangguan aspek fisik antara lain: suhu badan meninggi (tension), menggigil 
(trembling), badan terasa lesu (fatigue), mual-mual (tingling), pening (nausea), ketidakmampuan 
menyelesaikan masalah (digestive track problem), sesak napas (rapid breathing), panik (event 
panic attack). Aspek emosi, antara lain: hilangnya gairah hidup (moodiness), ketakutan (fear), 
dikendalikan emosi (exaggerated emotions), dan merasa rendah diri (loss of confidence). Aspek 
mental antara lain: kebingungan (confussion), tidak dapat berkonsentrasi (inability to 
concentrate), tidak mampu mengingat dengan baik (remember), tidak dapat menyelesaikan 
masalah (lack decision making). Aspek perilaku antara lain: sulit tidur, kehilangan selera makan, 
makan berlebihan, banyak merokok, minum alkohol, menghindar, sering menangis, tidak mampu 
berbicara, tidak bergerak, gelisah, terlalu banyak gerak, mudah marah, ingin bunuh diri, 
menggerakkan anggota tubuh secara berulang-ulang, rasa malu berlebihan, mengurung diri, 
 menyalahkan orang lain. Aspek spiritual antara lain: putus asa (discouragement), hilang harapan 
(hopeless), menyalahkan Tuhan, berhenti ibadah, tidak berdaya (despair), meragukan keyakinan, 
dan tidak tulus. 
Gangguan kecemasan pascatrauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD) nampaknya 
juga dialami oleh anak-anak korban gempa di Kabupaten Padang Pariaman dan Agam. Hasil 
rapid assesment yang dilakukan oleh LSM Save the Children  menunjukan sebagian besar anak 
(89,24%) anak-anak mengalami trauma fisik maupun psikologis, terdiri dari 100 laki-laki dan 99 
perempuan, menyatakan masih merasa takut dan atau cemas terhadap gempa. Kondisi ketakutan 
atau kecemasan yang dialami oleh sebagian besar anak (89,24%) masih harus diperberat dengan 
beban perasaan sedih disebabkan kenyataan bahwa terdapat teman anak yang mengalami 
kecacatan akibat gempa (5,30%), bahkan meninggal akibat gempa (5,30%). Gempa juga 
membawa dampak perubahan perilaku pada anak, dimana 99 orangtua/pengasuh utama (62,30%) 
menyatakan bahwa anaknya mengalami perubahan perilaku pasca gempa, sedangkan 60 
orangtua/pengasuh utama lainnya (37,70%) menyatakan anaknya tidak menunjukkan perubahan 
perilaku. Meski dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan, temuan menarik adalah bahwa tidak 
semua perubahan perilaku berkonotasi negatif, namun justru positif, seperti : lebih pengertian 
(1,01%) dan rajin sembahyang (1,01%) (Widiatmo: 2010). 
Gambaran mengenai akibat gempa terhadap anak tersebut nampaknya cukup 
mengkawatirkan bagi perkembangan dan masa depan anak. Kehilangan atau berpisah dari 
keluarga  akan meningkatkan resiko kesehatan, perkembangan dan kesejahteraan anak secara 
keseluruhan. Resiko ini akan meningkat, apabila kehilangan ini terjadi dalam masa kritis 
pertumbuhan anak, yaitu masa awal kanak-kanak. Akibat bencana alam, perang, perceraian, 
kematian orang tua dan anggota keluarga lainnya, dan kelahiran tak dikehendaki seorang anak 
dapat mengalami kesulitan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya (Puspita, 2008). 
Kondisi ini perlu dicermati dan dan disikapi dengan baik agar anak sebagai generasi penerus 
bangsa tidak terganggu perkembangan mental dan spiritualnya. Kelainan atau penyimpangan 
apapun apabila tidak diintervensi secara dini dengan baik pada saatnya, dan tidak terdeteksi 
secara nyata mendapatkan perawatan yang bersifat purna yaitu promotif, preventif, dan 
rehabilitatif akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya (Sunarwati, 
2007 dalam Puspita, 2008). 
Anak-anak yang kehilangan orangtua atau orangtuanya kehilangan kemampuan ekonomi 
perlu mendapatkan perhatian lebih serius dengan mengambilalih tanggungjawab pengasuhanya 
dengan tetap memperhatikan perkembangan emosi dan jiwa anak tersebut. Tanggungjawab 
pengasuhan anak tidak harus diberikan kepada lembaga-lembaga luar tetapi dapat dengan cara  
pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, prakondisi penting dalam mengupayakan 
optimalitas pengambilalihan tanggung jawab pengasuhan anak tetap melalui pendekatan institusi 
lokal dan sistem masyarakat (local institutions based and community based). Masyarakat perlu 
dilibatkan  untuk dapat membantu mengambilalih tanggungjawab pengasuhan anak korban 
gempa tersebut.  
Pendekatan sistem keluarga dan sistem masyarakat (family based and community based) 
dalam pengasuhan anak korban bencana merupakan  pilihan yang relevan dalam mengupayakan 
kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut tidak “mencabut” atau “memisahkan” anak 
dari lingkungan dan sistem sosialnya selama ini.  Implementasi pendekatan tersebut 
dimungkinkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang 
bersandar pada kekuatan ikatan sosial keluarga luas (extendeed family). Keluarga luas 
merupakan institusi penyangga yang seharusnya dapat berperan dalam mengambilalih tanggung 
jawab pengasuhan anak korban bencana. 
Persoalan muncul ketika kemampuan ekonomi keluarga luas juga ikut menurun sehingga 
tidak dapat mengambilalih tanggungjawab pengasuhan anak-anak korban bencana tersebut. 
 Dalam kondisi yang demikian masyarakat harus dapat memainkan peranan untuk mengambilalih 
tanggungjawab pengasuhan anak korban gempa agar terjamin masa depanya.  
Berdasarkan hal tersebut pertanyaan penelitian yang dapat dilontarkan adalah siapa yang 
dapat mengambilalih tanggungjawab pengasuhan anak korban bencana gempa bumi tersebut? 
Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengambilalih tanggungjawab pengasuhan 
anak tersebut? Bagaimana pola pengasuhan anak korban bencana gempa tersebut? 
 TINJAUAN PUSTAKA 
Anak dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak didefinisikan dengan 
menggunakan batasan usia. Batasan usia anak dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut sejalan 
dengan pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan anak berarti 
setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang 
berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. 
Pengasuhan adalah serangkaian interaksi yang intensif dalam mengarahkan anak untuk 
memiliki kecakapan hidup. Oleh karena itu melibatkan aktivitas atau ketrampilan fisik dalam 
memberikan rangsangan serta memberikan respon yang tepat untuk situasi yang spesifik 
(Sunarti, 2004). Pola asuh anak adalah kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang 
berdampak luas pada kehidupan seluruh anggota keluarga yang menjadi dasar penyediaan 
pengasuhan yang tepat dan bermutu pada anak termasuk pengasuhan makanan bergizi (Depkes 
RI, 2000). 
Pola pengasuhan anak dalam keluarga suku Minangkabau terkait erat dengan sistem 
kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal yang 
dianut oleh masyarakat Minangkabau tidak hanya melindungi kedudukan ekonomi kaum 
perempuannya, tetapi juga anak-anak yang dilahirkanya. Melalui sistem pewarisan matrilineal di 
mana harta pusaka tidak boleh dijual, perempuan Minangkabau tidak bergantung secara ekonomi 
pada suaminya (lihat Alisyahbana, 1983; Erwin, 2006). Perempuan Minangkabau memperoleh 
hak sebagai pemilik dari harta benda dan anak-anak dalam keluarga matrilinealnya masing-
masing (Navis, 1998). 
Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, bentuk perkawinan 
yang biasa diberlakukan adalah mendatangkan laki-laki dari luar lingkungannya atau perkawinan 
yang bersifat eksogami suku (Erwin, 2006). Perkawinan seperti itu juga disebut dengan 
perkawinan semendo, sehingga dalam masyarakat Minangkabau, suami yang didatangkan itu 
disebut dengan urang sumando. Suami tidak lebur ke dalam kelompok isterinya, ia akan tetap 
menjadi anggota kelompok ibunya. Sesuai dengan bentuk perkawinan semendo secara eksogami 
suku, maka adat yang berlaku adalah adat menetap setelah menikah yang bersifat matrilokal atau 
pola menetap uxorilokal, dimana suami bersama anak dan isterinya bertempat tinggal di rumah 
pihak keluarga isteri.  
Beberapa literatur menggambarkan bahwa pada jaman dulu suami atau urang sumando 
pulang ke rumah isterinya pada waktu malam, sedangkan pada siang harinya ia menghabiskan 
waktu di rumah ibunya, bekerja dan berusaha untuk menghidupi kemenakan dan untuk 
memperbanyak harta pusaka kaumnya (lihat Radjab, 1967 ; Navis, 1984; Erwin 2006), oleh 
karena itu, waktu yang dapat digunakan oleh suami atau urang sumando bersama isteri dan anak-
anaknya relatif sedikit. Saat ini, kebiasaan tersebut sudah banyak mengalami perubahan, karena 
suami istri tidak lagi hidup dalam satu rumah gadang dalam keluarga luas tetapi sudah hidup 
dalam keluarga batih dalam satu rumah tangga tersendiri, meskipun demikian sistem perkawinan 
masih tetap berlaku. 
Sistem perkawinan masyarakat Minangkabu yang demikian berimplikasi terhadap pola 
pengasuhan anak dalam keluarga Minangkabau. Pengasuhan anak  menjadi tanggung jawab dan 
 penguasaan mamak (saudara kandung laki-laki dari ibunya) beserta anggota keluarga lain dalam 
kaum ibunya. Hubungan anak dengan ayahnya cenderung lebih bersifat biologis, sehingga 
hubungan sosial antara ayah dengan anaknya relatif tidak sekuat hubungan sosial dengan 
mamaknya (lihat Erwin, 2006).  
Peranan seorang suami atau ayah dalam masyarakat Minangkabau diatur oleh dualisme 
nilai dan norma yang berdasarkan ajaran adat dan ajaran agama Islam. Kedua sumber nilai dan 
norma tersebut tidak selamanya dapat dijalankan dengan baik. Kedudukan seorang suami atau 
ayah dalam keluarga isterinya, yang dalam terminologi adat disebut urang sumando (orang yang 
datang ke dalam keluarga isteri), menurut Prindiville (dalam Erwin, 2006), tidak jarang 
memunculkan conflict of interest. Suami berstatus  sebagai urang sumando di rumah keluarga 
isterinya, dan sebagai mamak bagi kemenakan-kemenakan dalam keluarga ibunya, kedua status 
tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Kedua kepentingan tersebut adalah antara 
kepentingan untuk memberi perhatian kepada anak-anaknya menurut ajaran Islam, dengan 
kepentingan untuk memberi perhatian kepada kemenakan-kemenakannya menurut ketentuan 
adat.  
Pengaturan terhadap pelaksanaan kedua peran tersebut sebenarnya telah diatur oleh adat 
yang diungkapkan dalam bentuk pepatah petitih kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang 
lenggak-lenggokkan, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan 
(kelok paku kacang belimbing, tempurung lenggak-lenggokkan, anak dipangku kemenakan 
dibimbing, orang kampung ditenggang rasakan), namun dalam implementasinnya seringkali 
menimbulkan kondisi yang dilematis bagi seorang suami atau ayah di Minangkabau. Dalam 
konteks itu, menurut Erwin (2006), hubungan yang harmonis antara sesama keluarga dapat 
dipertahankan sepanjang individu-individu memainkan peran sebagaimana yang diharapkan 
(role of expectations). 
 Mekanisme perlindungan bagi keseluruhan anggota sistem kekerabatan matrilineal yang 
berlandaskan pada ikatan sosial keluarga luas (extendeed family) juga telah diatur terutama 
terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga batih. Anak-anak yang mengalami bencana 
sehingga mengalami perubahan pengasuhan akan ditanggung oleh anggota keluarga matrilineal 
secara berjenjang. Tanggung jawab pengasuhan anak, misalnya, jika tidak lagi bisa dilakukan 
dengan baik oleh anggota keluarga lain dalam lingkup samande (seibu), akan diambil oleh oleh 
anggota keluarga saparuik (senenek). Jika anggota keluarga saparuik juga tidak lagi bisa, akan 
diambil alih oleh keluarga sajurai, dan begitu seterusnya hingga menjadi tanggung jawab dari 
anggota keluarga sasuku (sesuku).  
Kemampuan untuk mengambilalih tanggungjawab pengasuhan anak tersebut 
dimungkinkan karena adanya prinsip pemilikan kolektif atas aset, berupa lahan ulayat. Lahan 
ulayat tidak saja berfungsi sebagai basis material namun juga basis keberlakuan sistem 
kekerabatan matrilineal. Kolektifitas menyebabkan setiap individu memiliki hak untuk 
menikmati hasil-hasil dari pemilikan bersama. Kemampuan kolektif keluarga luas dapat 
mengalami penurunan  apabila basis tersebut mengalami perubahan.  
Pola tanggung jawab kolektif tersebut dapat menjamin anggota keluarga luas tidak 
terlantar. Anak-anak maupun orang tua lanjut usia (lansia) serta anggota keluarga tidak 
mengalami kesulitan, baik menyangkut pangan, sandang maupun papan. Pola tanggungjawab 
kolektif tersebut didukung dengan adanya nilai yang terdapat dalam ungkapan adat malu nan 
indak bisa dibagi. Nilai tersebut mengandung makna bahwa kondisi keterlantaran yang dijumpai 
pada anak atau anggota keluarga luas lainnya akan mendatangkan malu bagi komunitas kaum 
atau sukunya.  
Secara umum, pengasuhan anak dapat didefinisikan sebagai upaya menjaga, memelihara, 
melindungi dan memenuhi kebutuhan anak, baik fisik maupun non fisik, agar dapat hidup dan 
tumbuh kembang secara wajar. Secara normatif, upaya dimaksud akan lebih optimal manakala 
 tanggung jawab pengasuhan dimaksud diaktualisasikan dalam lingkungan keluarga (family 
based) yang suportif untuk itu.  
Persoalan terkait pengasuhan anak akan muncul terutama dalam kondisi darurat, baik 
karena faktor bencana alam maupun bencana sosial. Kondisi tersebut akan memunculkan  kasus-
kasus anak terpisah (separated children), anak tidak terdampingi, maupun anak dengan orangtua 
tunggal. Implikasi kontra produktif terhadap anak yang mengiringi kasus-kasus dimaksud 
biasanya meliputi : (a) keterpisahan anak yang semakin jauh dari keluarga dan masyarakat 
mereka, baik akibat pengalihan pengasuhan pada pihak lain, penyerahan pengasuhan anak ke 
panti yang berada jauh dari daerah asal semula, serta adopsi yang tidak jarang hingga ke luar 
negeri, (b) ketidakoptimalan perkembangan anak akibat penurunan kemampuan ekonomi yang 
signifikan, khususnya pada kasus-kasus anak dengan orangtua tunggal, (c) keterpurukan semakin 
dalam akibat menjadi korban sindikat trafficking yang juga tidak jarang juga melibatkan jaringan 
antar negara.   
Dihadapkan dengan keprihatinan yang semakin besar serta pelaporan yang meluas di 
media massa mengenai kasus-kasus dimaksud maka pada tanggal 11 Februari 2005, Pemerintah, 
c.q Depsos R.I mencanangkan Kebijakan tentang Anak Terpisah, Anak Tidak Terdampingi dan 
Anak dengan Orang Tua Tunggal dalam Keadaan Darurat. Kebijakan tersebut dengan jelas 
menyatakan bahwa anak-anak menerima pengasuhan yang terbaik ketika mereka berada dalam 
lingkungan keluarga dan tetap dalam agama, budaya, komunitas dan keluarga mereka. Kebijakan 
tersebut menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar intervensi terkait dengan anak dalam 
situasi darurat, khususnya bahwa keterpisahan dari keluarga dan masyarakat harus dihindari 
sedapat mungkin, dukungan untuk pengasuhan berbasis keluarga harus diprioritaskan, dan 
penempatan anak di panti asuhan dilakukan sebagai upaya terakhir. Kebijakan tersebut juga 
mengidentifikasi jenis dukungan yang harus diberikan kepada keluarga dalam rangka menjamin 
bahwa mereka sanggup melanjutkan pengasuhan bagi anak mereka selama keadaan darurat. 
Hal itu sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada 
Pasal 7 dan 14 mengakui hak setiap anak untuk mengetahui dan diasuh oleh kedua orang tuanya 
dan keterpisahan hanya diperlukan apabila hal ini merupakan kepentingan terbaik bagi anak dan 
hanya sebagai upaya terakhir. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif tipe eksploratif-
deskriptif. Tipe eksploratif digunakan untuk mengidentifikasikan aktor-aktor dan sumber dana 
yang digunakan untuk pengasuhan anak korban gempa bumi, sedangkan tipe deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan mekanisme mengambilalihan tanggungjawab dan pola 
pengasuhan anak korban gempa bumi. 
Populasi penelitian adalah orangtua yang mempunyai anak korban gempa bumi di 
Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan sampel penelitian adalah diambil orangtua yang 
mempunyai anak laki-laki atau perempuan korban gempa yang ada di Kabupaten Padang 
Pariaman. Adapun besar sampel yang diambil berjumlah 49 orang. 
              Teknik pengambilan sampel dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah area 
sampling. Tahap kedua, menetapkan nama-nama responden yang akan menjawb pertanyaan 
dalam kuesioner. Penetapan sampel area dilakukan secara bertingkat (multistage sampel) dimana 
tingkat pertama dipilih kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan berdasarkan 
kriteria jumlah keluarga korban gempa bumi. Tingkat kedua, dipilih nagari berdasarkan tingkat 
kerusakan bangunan dan kondisi ekonomi keluarga anak korban gempa bumi. Tingkat ketiga 
area dipilih berdasarkan Jorong. Berdasarkan teknik tersebut maka lokasi yang terpilih sebagai 
daerah penelitian adalah Nagari Lareh nan Panjang, Jorong Ampalu Tinggi. 
 Penetapan nama-nama responden yang akan menjawab pertanyaan dalam kuesioner 
dilakukan dengan cara accidental sampling.  Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mempunyai 
daftar populasi mengenai korban bencana gempa bumi yang pasti. Data yang ada di nagari tidak 
memadai untuk dijadikan sebagai dasar untuk menetepkan responden. 
Penelitian dilaksanakan dengan cara survai sampel dengan menggunakan alat pengumpul 
data berupa kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari variabel penelitian yang 
telah ditetapkan. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk melaksanakan wawancara berstruktur 
dimana peneliti membacakan pertanyaan-pertanaan yang tertulis didalam kuesioner kepada 
responden kemudian menuliskan jawaban yang dipilih oleh responden untuk diisikan kedalam 
kuesioner tersebut.  Jenis pertanyaan dalam kuesioner bersifat tertutup dan terbuka 
Definisi konsep pengasuhan anak  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  upaya 
menjaga, memelihara, melindungi dan memenuhi kebutuhan anak, baik fisik maupun non fisik, 
agar dapat hidup dan tumbuh kembang secara wajar. 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 
untuk dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Effendi, 1995:263). Data yang telah 
dikumpulkan melalui kuesioner  kemudian diolah dengan menggunakan program komputer 
SPSS. Hasil analisis data kemudian diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi yang lebih 
luas dari hasil analisis data tersebut. Metode analisa yang digunakan untuk data kategorikal 
adalah dengan tabulasi silang sedangkan untuk data bersambungan akan digunakan teknik 
statistik distribusi frekuensi. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis data 
dengan menghubungkan kembali dengan teori dan hasil penelitian orang lain. 
Penelitian ini dilakukan di Kabuapten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman 
mewakili daerah yang mengalami kerusakan gempa bumi paling parah dan korban gempa yang 
paling banyak dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatra Barat.  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Ekonomi Keluarga Sebelum Gempa 
Kondisi ekonomi responden dilihat dari  sumber pendapatan utama yang dipunyai 
sebagian besar berasal dari pekerjaan yang tidak tetap. Sumber pendapatan utama sebelum 
gempa adalah sebagai buruh (42,9%)  yaitu berupa buruh bangunan, buruh kelapa, sopir, buruh 
pasir, tukang ojek, pensiunan.  
Pekerjaan sebagai petani menempati urutan terbesar kedua yang digunakan respoden 
sebagai sumber pendapatanya. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Padang 
Pariaman yang sebagian besar merupakan lahan pertanian. Sedangkan urutan ketiga adalah 
sebagai pedagang yang merupakan karakter oang Minangkabau pada umumnya.  
Besarnya responden yang bekerja sebagai buruh nampaknya juga berhubungan dengan 
jumlah pendapatan yang diperoleh.  Penghasilan yang diperoleh dari sumber pendapatan utama 
tersebut sebagian besar dibawah Rp. 500.000/bln. Jumlah penghasilan yang diperoleh dari 
sumber pendapatan utama adalah 22 orang (44.9%) menyatakan dibawah Rp 500.000,- , 21 
orang (42.9%) menyatakan Rp.500.000 – Rp.1.000.000,- , 6 orang (12.2%) menyatakan Rp 
1.000.000 – Rp. 2.000.000. Dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber utama 
nampaknya sebagian responden termasuk pada golongan masyarakat miskin. 
Pekerjaan utama tersebut menjadi tumpuan bagi sebagian besar responden untuk 
menghidupi keluarganya karena sebagian besar responden tidak mempunyai sumber pendapatan 
lain selain sumber pendapatan utama tersebut. Hanya 26.5% (13 orang ) responden yang 
mempunyai sumber pendapatan lain. 
Meskipun sebagian responden mempunyai sumber pendapatan lain selain sumber 
pendapatan utama, akan tetapi jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber lainya tersebut 
juga tidak besar. Jumlah penghasilan dari sumber lain berdasarkan jawaban responden 
menyatakan 16.5% berpenghasilan dibawah 500.000. Sedangkan pendapatan yang tertinggi 
 diperoleh dari sumber pendapatan lainya sebesar diatas Rp. 2.000.000 hanya sebanyak 2 orang 
responden. Kondisi ini memperlihatakan bahwa sumber pendapatan lain yang diperoleh 
nampaknya juga tidak memberikan tambahan yang berarti bagi para resoponen untuk mencukupi 
kehidupanya.  
Kondisi ekonomi responden yang pas-pasan tersebut menjadi alasan sanak kerabat untuk 
memberikan bantuan, meskipun tidak semua responden mendapatkan bantuan dari kerabatnya. 
Berdasarkan jawaban dari 49 responden tentang bantuan dari keluarga lain 25 orang (51%) 
menyatakan mendapat bantuan dari keluarga lain  dan 24 (49%) menyatakan tidak mendapatkan 
bantuan. Kebanyakan keluarga lain yang membantu adalah keluarga dari pihak perempuan yaitu 
13 orang (26.5%) menyatakan saudara perempuan ibu, 6 orang (12.2%) menyatakan saudara 
laki-laki ibu, 5 orang (10.2%) menyatakan saudara laki-laki ayah, 3 orang (6.1%) menyatakan 
nenek pihak ibu. 
Bentuk bantuan yang diberikan oleh keluarga lain kebanyakan adalah dalam bentuk uang. 
Berdasarkan jawaban dari 49 responden tentang bentuk bantuan yang diberikan, 22 orang 
(44.9%) menyatakan tidak menjawab, 23 orang (46.9%) menyatakan uang, 3 orang (6.1%) 
menyatakan lainnya, dan 1 orang (2%) menyatakan tenaga. 
Kondisi Ekonomi Keluarga Sesudah Gempa bumi. 
Sesudah terjadinya gempa, kondisi ekonomi mengalami banyak penurunan, meskipun 
sumber pendapatan utamanya masih tetap ada. Keberadaan sumber pendapatan utama, sebagian 
besar masih ada (38 orang/77.6%), hanya 10 orang (20.4%) menyatakan tidak ada, dan 1 orang 
(2%) menyatakan tidak menjawab. 
Sumber pendapatan utama tersebut sebagian masih berfungsi, berdasarkan jawaban dari 
49 responden tentang fungsi sumber pendapatan yang masih ada, 38 orang (77.65) menyatakan 
masih berfungsi dan 11 orang (22.4%) tidak menjawab. Meskipun masih berfungsi akan tetapi 
dibandingkan dengan sebelum gempa, sebagian besar (19 orang/38.8%) tidak dapat berfungsi 
secara maksimal. Sedangkan 19 orang (38.8%) menyatakan berfungsi maksimal,   dan 11 orang 
(22.4%) menyatakan tidak menjawab. 
Kurang berfungsinya sumber pendapatan utama setelah terjadinya gempa menyebabkan 
jumlah responden yang mempunyai pendapatan dibawah Rp. 500.000 menjadi meningkat dari 22 
orang sebelum gempa menjadi 29 orang sesudah gempa. Hal ini bermakna bahwa terdapat 7 
orang yang mengalami penurunan pendapatan dari sumber pendapatan utamanya. 
 Kurang maskimalnya sumber pendapatan utama yang mengakibatkan menurunya 
pendapatan responden tersebut disebabkan karena adanya kerusakan yang terjadi pada sumber 
pendapatan utama tersebut. Berdasarkan jawaban dari 49 responden tentang kerusakan yang 
menimpa pendapatan utama, 12 orang (24.5%) menyatakan ada kerusakan, 7 orang (14.3%) 
menyatakan tidak ada, dan 30 orang (61,2%) tidak menjawab. Persentase kerusakan yang 
menimpa sumber pendapatan utama yang diderita oleh responden sebagian besar (18.3%) 
mencapai 50% bahkan terdapat 8.25 responden yang persentase kerusakan sumber pendapatan 
utama mencapai 100%. 
Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa terhadap sumber pendapatan utama, 9 
orang (18.4%) menyatakan sawah tertimbun tanah, 4 orang (8.2%) menyatakan warung ambruk, 
dan 17 orang (34.7%) tidak menjawab. Sedangkan kerusakan berupa ambruknya bangunan 
menimpa 19 orang (38.8%)  responden.  
Rusaknya sumber pendapatan utama responden menyebabkan responden terpaksa 
mencari sumber pendapatan lain atau mencari tambahan pendapatan karena sumber pendapatan 
utama tidak maksimal untuk menghasilkan pendapatan. Jenis sumber pendapatan utama sesudah 
gempa kebanyakan menjadi buruh. Berdasarkan jawaban dari 49 responden tentang pendapatan 
utama saat ini adalah 12 orang (24.5%) menyatakan lainnya seperti buruh, 7 orang (14.3%) 
 menyatakan warung, 4 orang (4.2%) menyatakan bertani, 3 orang (6.1%) menyatakan 
berdagang. Sedangkan 23 orang (46.9%) tidak menjawab. 
Rendahnya pendapatan yang diperoleh responden dari sumber utama sesudah gempa 
terjadi mendorong responden untuk mencari tambahan pendapatan. Dari 49 responden, 37 orang 
(75.5%) menyatakan tidak mempunyai sumber pendapatan lain, hanya 6 orang (12.2%) 
menyatakan mempunyai sumber pendapatan lain. Sedangkan 6 orang (12.2%) tidak menjawab. 
Jenis sumber pekerjaan sebagai penambah penghasilan, responden menyatakan 1 orang (2.0%) 
sebagai buruh kelapa, 3 orang (6.1%) menyataan warung, 1 orang (2%) menyatakan bertani, 1 
orang (2%) menyatakan berdagang. Sedangkan 43 orang (87.9%) tidak menjawab. 
Bencana gempa yang terjadi nampaknya menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi 
diantara anggota masyarakat atau kerabat. Dari 49 responden, 46 orang (93.9%) mendapat 
bantuan dari anggota kerabat lain dan 3 orang (6.1%) menyatakan tidak mendapat bantuan. 
Keluarga pihak perempuan menempati jumlah yang paling besar dalam memberi bantuan kepada 
responden. Keluarga lain yang membantu, 21 orang (42.9%) menyatakan saudara perempuan 
ibu, 13 orang (26.5%) menyatakan saudara laki-laki ayah, 8 orang (16.3%) saudara laki-laki ibu, 
3 orang (6.1%) menyatakan nenek pihak ibu, 1 orang (2%) kakek pihak ibu. Sedangkan 2 orang 
(4.1%) tidak menjawab. 
Bentuk bantuan yang diberikan dinyatakan oleh responden kebanyakan (29 orang/59.1%) 
menyatakan memberikan bantuan dalam bentuk uang, 9 orang (8.2%) menyatakan makanan, 5 
orang (10.2%) menyatakan lainnya, dan 4 orang (8.2%) menyatakan tenaga. Sedangkan 2 orang 
(4.1%) tidak menjawab. Bantuan  yang diberikan oleh para kerabat kebanyakan (25 orang/51%) 
diberikan secara insidentil, 22 orang (44.9%) menyatakan diberikan secara  kontinyu. Sedangkan 
2 orang (4%) tidak menjawab. 
Pemberian bantuan secara insidentil kebanyakan dikaitkan dengan musibah gempa yang 
menimpa para responden. Kapan bantuan insidentil diberikan, 22 orang (44.9%) menyatakan 
seminggu sesudah gempa terjadi, 2 orang (4.1%) menyatakan tiga hari sesudah gempa terjadi, 1 
orang (2%) menyatakan 2 hari sesudah gempa terjadi. Sedangkan 24 orang (49.0%) tidak 
menjawab. Berdasarkan jawaban dari 49 responden tentang bentuk bantuan yang diberikan 
adalah 19 orang (38.8%) menyatakan uang, 12 orang (24.5%) menyatakan sembako, 1 orang 
(2%) menyatakan tenaga. Sedangkan 17 orang (34.7%) tidak menjawab. 
Aktor-Aktor Yang Mengambilalih Tanggungjawab Pengasuhan Anak Korban Bencana 
Gempa Bumi. 
Secara umum, pengasuhan anak merupakan upaya menjaga, memelihara, melindungi dan 
memenuhi kebutuhan anak, baik fisik maupun non fisik, agar dapat hidup dan tumbuh kembang 
secara wajar. Secara normatif, upaya dimaksud akan lebih optimal manakala tanggung jawab 
pengasuhan dimaksud diaktualisasikan dalam lingkungan keluarga (family based) yang suportif 
untuk itu.  
Berdasarkan jawaban dari 49 responden tentang siapa yang memelihara anak , 49 orang 
(100%) menyatakan ayah atau ibu (orangtua). Meskipun semua responden menyatakan anaknya 
dipelihara sendiri akan tetapi keluarga lain masih tetap memberikan bantuan. Berdasarkan 
jawaban dari 49 responden, 27 orang (55.1%) menyatakan mendapatkan bantuan dari keluarga 
lain  dan 22 orang (44.9%) menyatakan tidak mendapatkan bantuan dari keluarga lain. 
Bentuk bantuan yang diberikan dari keluarga lain berupa uang, tenaga, dan bentuk 
lainnya. Kebanyakan bantuan (15 orang/30.6%) dalam bentuk uang, 11 orang (224%) 
menyatakan  dalam bentuk tanaga  dan 2 orang (4.1%) menyatakan lainnya. Sedangkan 21 orang 
(42.9%) menyatakan tidak menjawab,  
Bentuk bantuan yang diberikan untuk memelihara anak berdasarkan jawaban dari 49 
responden, sebagian besar (19 orang/38.8%) menyatakan diberikan secara kontinyu dan 8 orang 
 (16.3%) menyatakan insidentil. Sedangkan  23 orang (46.9%) tidak menjawab. Kontinyuitas 
bantuan sangat penting bagi keluarga yang tertimpa musibah gempa. 
 Kontinyuitas pemberian bantuan untuk memelihara anak kebanyakan diberikan dalam 
bentuk uang (22.4%) sedangkan 5 orang (10.2%) menyatakan memberikan bantuan dalam 
bentuk tenaga, dan 2 orang (4.2%) menyatakan bentuk bantuan lainnya.Bantuan yang diberikan 
secara insidentil juga dalam bentuk tenaga 4 orang (8.2%), dan 4 orang (8.2%) menyatakan 
uang, sedangkan 41 orang (83.6%) menyatakan tidak menjawab. Keluarga luas nampaknya juga 
sangat  membantu dalam  memelihara anak. Berdasarkan jawaban dari 49 responden 17 orang 
(34.7%) menyatakan tidak menjawab, 23 orang (46.9%) menyatakan ada keluarga luas yang 
membantu dan 9 orang (18.4%) menyatakan tidak ada yang membantu. 
Mekanisme perlindungan bagi keseluruhan anggota sistem kekerabatan matrilineal yang 
berlandaskan pada ikatan sosial keluarga luas (extendeed family)  telah diatur terutama terhadap 
anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga batih. Anak-anak yang mengalami bencana sehingga 
mengalami perubahan pengasuhan akan ditanggung oleh anggota keluarga matrilineal secara 
berjenjang. Tanggung jawab pengasuhan anak, misalnya, jika tidak lagi bisa dilakukan dengan 
baik oleh anggota keluarga lain dalam lingkup samande (seibu), akan diambil oleh oleh anggota 
keluarga saparuik (senenek). Jika anggota keluarga saparuik juga tidak lagi bisa, akan diambil 
alih oleh keluarga sajurai, dan begitu seterusnya hingga menjadi tanggung jawab dari anggota 
keluarga sasuku (sesuku).  
Gambaran tersebut nampaknya masih dianut oleh keluarga para responden. Keluarga 
yang paling dominan membantu memelihara anak para responden sebagian besar adalah 
keluarga luas pihak perempuan. Keluarga luas yang paling dominant memelihara anak, 14 orang 
(28.5%) menyataan saudara perempuan ibu, 4 orang (8.2%) menyatakan saudara laki-laki ibu, 2 
orang (4.1%)  menyatakan saudara laki-laki ayah, dan 1 orang (2%) menyatakan saudara 
perempuan ayah, 26 orang (53.0%) tidak menjawab.  
 Meskipun gempa telah banyak mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, akan tetapi 
sebagian besar keluarga masih mengasuh anaknya sendiri. Berdasarkan jawaban dari 49 
responden tentang asuhan anak-anak saat ini adalah 43 orang (87.8%) menyatakan dalam asuhan 
orang tua dan 5 orang (10.2%) menyatakan tidak. Sedangkan 1 orang (2%) tidak menjawab. 
Sebagian besar keluarga juga masih merasa mampu untuk mengasuh anaknya sendiri. 
Kemampuan ekonomi keluarga untuk mengasuh anak sebagian 38 orang (77.6%) 
menyatakan mampu dan 5 orang (10.2%) menyatakan tidak mampu. Sedangkan 6 orang (12.2%) 
tidak menjawab. Berbagai sumber pendapatan yang masih dapat digunakan untuk memperoleh 
pendapatan diusahakan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak. Sebagian besar keluarga  
(18 orang /36.7%) mengandalkan sumber pendapatanya untuk memelihara anak dengan menjadi  
buruh, 18 orang (19.4%) menyatakan bertani, 8 orang (16.3%) menyatakan berdagang, 
sedangkan 10 orang (20.4%) tidak menjawab. 
Disamping diasuh sendiri, pengasuhan anak juga dibantu oleh anggota keluarga lain yang 
masih mempunyai hubungan darah. Sebesar 24 orang (49%) menyatakan menggunakan orang 
lain diluar anggota keluarga luas untuk membantu memelihara anaknya, 13 orang (26.5%) 
menyatakan meminta bantuan nenek, 4 orang (8.2%) menyatakan menyuruh  kakak dan adik 
untuk mengasuh anaknya, sedangkan 8 orang (16.3%) tidak menjawab. 
Bentuk bantuan yang diberikan tidak sebatas tenaga tetapi juga berupa uang. Sebagian 
besar (18 orang/36.7%) menyatakan menerima bentuk bantuan berupa uang, 10 orang (20.4%) 
menyatakan tenaga, 8 orang (16.3%) menyatakan membantu dengan cara  memberi pekerjaan, 
sedangkan 13 orang (26.5%) tidak menjawab. 
Bantuan yang diberikan sebagian besar tidak hanya sekedar bantuan secara insidentil 
tetapai sebagian besar dilakukan secara kontinyu. Sebagian besar ( 29 orang/59.2%) menyatakan 
 memberi bantuan secara kontinyu dan 5 orang (10.2%) menyatakan memberi bantua secara 
insidentil. 
Anggota keluarga luas nampaknya masih menjadi tumpuan dalam meminta bantuan 
pengasuhan anak ketika keluarga mengalami kesulitan. Keluarga luas yang membantu mengurus 
anak (37 orang/75.5%) menyatakan ada dan 5 orang (10.2%) menyatakan tidak ada. Sedangkan 
7 orang (14.3%) tidak menjawab. 
Keluarga pihak perempuan nampaknya cenderung menjadi tempat utama dalam 
mendapatkan bantuan pengasuhan anak. Aktor yang membantu mengasuh anak (16 
orang/32.7%) menyatakan saudara perempuan ibu, 10 orang (20.4%) menyatakan saudara laki-
laki ayah, 8 orang (16.3%) nenek pihak ibu, dan 6 orang (12.2%) menyatakan saudara laki-laki 
ibu. Sedangkan 9 orang (18.4%) tidak menjawab. Kecenderungan ini sejalan dengan sistem 
matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.   
Sedangkan keluarga dari pihak saudara perempuan ibu nampaknya yang paling dominan 
dalam memberikan bantuan.  Keluarga luas yang dominant memberikan bantuan (22 orang 
/44.9%) menyatakan saudara perempuan ibu, 12 orang (24.5%) menyatakan saudara laki-laki 
ayah, 7 orang (14.3%) menyatakan saudara laki-laki ibu, 5 orang (10.2%) menyatakan nenek 
pihak ibu, 1 orang (2%) menyatakan saudara perempuan ayah. Sedangkan 2 orang (4.1%) tidak 
menjawab. 
 Sementara itu responden yang tidak mampu mengasuh anaknya sendiri menyerahkan 
pengasuhan anaknya kepada kepada orang tua asuh. Berdasarkan jawaban dari 49 responden 
tentang hubunganya dengan pengasuh, 43 orang (87.8%) menyatakan kerabat dan 1 orang (2%) 
menyatakan lainnya. Sedangkan 5 orang (10.2%) tidak menjawab. 
 Para pengasuh anak  korban gemba bumi kebanyakan juga mempunyai anak sendiri 
meskipun sebagian besar mempunyai 1-2 anak. Jumlah anggota keluarga pengasuh anak (18 
orang/36.7%) menyatakan 1-2 orang, 16 orang (32.7%) menyatakan 3-4 orang, 7 orang (14.3%) 
menyatakan 4-6 orang, dan 2 orang (4.1%) menyatakan diatas 6 orang, sedangkan 6 orang 
(12.2%) tidak menjawab. 
Sementara itu kondisi ekonomi para pengasuh anak  para korban gempa bumi relatif lebih 
baik daripada kondisi  ekonomi para korban.  Kondsi ekonomi pengasuh anak bapak/ibu (34 
orang/69.4%) menyatakan lebih baik dari bapak/ibu dan 10 orang (20.4%) menyatakan setara 
dengan bapak/ibu. Sedangkan 5 orang (10.2%) menyatakan tidak menjawab. 
Mekanisme dan Proses Pengambilalihan Pengasuhan Anak 
Mekanisme pengambilalihan pengasuhan anak  dilakukan tidak secara formal melalui 
perjanjian tertulis. Inisiatif untuk mengambilalih pengasuhan anak dapat berasal dari para 
kerabat keluarga luas, orang tua asuh atau orang tua korban bencana sendiri yang menyerahkan 
langsung kepada para pengasuh. Pengambilalihan asuhan anak sebagian (27 orang/55.1%) 
diminta secara lisan oleh sanak kerabat tanpa perjanjian tertulis, 8 orang (16.3%) menyatakan 
lainnya, dan 2 orang (4.1%) menyatakan diserahkan secara lisan oleh orang tua kepada sanak 
kerabat. Sedangkan 12 orang (24.5%) tidak menjawab. 
Besarnya penghasilan responden nampaknya juga menjadi dasar siapa yang menjadi 
inisiator dalam mengambilalih pengasuhan anak.  Terdapat kecenderungan pada responden yang 
berpendapatan dibawah Rp. 1.000.000, inisiatif untuk mengambilalih pengasuhan anak lebih 
banyak berasal dari sanak kerabat dengan diminta secara lisan tanpa melalui perjanjian tertulis. 
Disamping itu menurut pandangan responden, pengasuh yang meminta anaknya untuk diasuh 
dianggap mempunyai kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan kondisi ekonomi 
responden. 
Bentuk pengasuhan anak yang diberikan terhadap anak yang menjadi tanggungjawab 
para pengasuhnya bervariasi dari hanya menjaga anak sampai memenuhi semua kebutuhan anak 
tersebut. Bentuk pengasuhan anak yang ditanggung oleh pengasuh anak yang diserahi tersebut, 
 sebagian (13 orang/26.5%) menyatakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan 
anak, 8 orang (16.3%) menyatakan menjaga anak, 10 orang (20.4%) menyatakan semua jawaban 
b,c, dan d benar, 3 orang (6.1%) menyatakan merawat anak, dan 2 orang (4.1%) menyatakan 
menyekolahkan anak. Sedangkan 13 orang (26.5%) tidak menjawab. 
 Bentuk-bentuk pengasuhan anak yang ditanggung oleh pengasuh tidak hanya sebatas 
menjaga anak tetapi juga merawat, menyekolahkan, memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan 
pangan anak. Sebagian besar responden  (26.5%) mengatakan bahwa bentuk pengasuhan anak 
yang ditanggung oleh para pengasuh meliputi pemenuhan kebutuhan sandangan, apapan, dan 
pangan. 
Bentuk tanggungjawab pengasuhan anak pada responden yang berpenghasilan diatas Rp. 
1.000.000 lebih banyak hanya menjaga anak, sementara pada responden yang mempunyai 
penghasilan dibawah Rp.500.000, sebagai besar (90%) dalam bentuk menajga, merawat, 
menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan pangan, papan dan sandang. Sedangkan responden 
yang berpenghasilan Rp.500.000-Rp.1.000.000 kebanyakan (69%) dalam bentuk pemenuhan 
kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan responden 
dengan besar pengahasilan dibawah Rp. 500.000 dan Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 sudah tidak 
mampu lagi mengasuh anaknya.  
Gambaran data tersebut memberikan pemahaman bahwa dengan penghasilan dibawah 
Rp. 500.000 dan diatas Rp. 500.00-Rp.1.000.000 mengalami beban yang sama-sama berat dalam 
menanggung kehidupan. Mereka sama-sama tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya.  
 Gambaran suram mengenai kemampuan ekonomi para responden untuk mengasuh anak 
nampaknya dapat dilihat dari berapa lama tanggungjawab pengasuhan anak yang diberikan 
kepada para pengasuh terhadap anaknya. Sebagian besar (59.2%) responden berharap anaknya 
akan diasuh sampai mandiri, bahkan 2% responden berharap anaknya diasuh selamanya oleh 
pengasuhnya.   
Rendahnya penghasilan responden nampaknya menjadi faktor pendorong mengapa 
responden  berharap anaknya akan diasuh sampai mandiri. Sebagian besar responden yang 
berpenghasilan dibawah Rp. 500.000 berharap anaknya akan diasuh sampai mandiri, demikian 
juga responden yang berpenghasilan diatas Rp. 500.000-1.000.000. 
 
















 500.000 1(100%) 12(41%) 1(100%) 1(100%) 2(100%) 1(33,3%) 4(33%) 22 (44%) 
500.000-
1.000.000 
0(0%) 15(51%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 5(51%) 21 (42%) 
< 1.000.000 0(0%) 2(8%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(33,3%) 3(26%) 6 (14%) 
 1(100%) 29(100%) 1(100%) 1(100%) 2(100%) 3(100%) 12(100%) 49(100%) 
Sumber data: Data sekunder (Kuesioner) 
Meskipun pengasuhan anak-anaknya diserahkan kepada orang lain akan tetapi tidak 
menghilangkan hak-hak yang dimiliki responden selama ini. Para orangtua masih memiliki 
semua hak yang selama ini dimiliki, kecuali satu orang responden yang hanya mempunyai hak 
untuk mengunjungi saja. Berdasarkan jawaban dari 49 responden, 35 orang (71.4%) menyatakan 
semua hak yang dimiliki sebelumnya tetap menjadi hak orang tua, 1 orang (2%) menjawab 
mengunjungi saja, 1 orang (2%) menjawab lainnya, sedangkan 12 orang (24.5%) tidak 
menjawab. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 Berdasar deskripsi hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial 
ekonomi masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang mengalami penurunan pasca gempa 
dibandingkan sebelum gempa. Kondisi ini menyebabkan kemampuan mengasuh anak 
mengalami penurunan yang cukup signifikan. 
Meskipun kebanyakan orangtua korban gempa bumi masih merasa mampu untuk 
memelihara anak akan tetapi bantuan dari sanak kerabat masih tetap diminta. Inisiator untuk 
menyerahkan pengasuhan anak kepada para pengasuh dapat berasal dari orang tua korban 
bencana gempa bumi atau dari fihak sanak kerabat (pengasuh yang meminta). 
Terdapat tiga pola pengambilalihan pengasuhan anak pada keluarga korban gempa yaitu 
melalui orang tua asuh, diserahkan secara lisan oleh orangtua kepada sanak kerabatnya sebagai 
pengasuh, dan diminta secara lisan oleh sanak kerabat untuk diasuh. Ketiga pola tersebut 
dijalankan melalui proses secara informal, tidak terdapat perjanjian surat menyurat yang 
ditandatangani. Oleh karena itu meskipun anak korban bencana dibantu sepenuhnya oleh para 
pengasuhnya, mereka masih tetap tinggal bersama orang tuanya. Semua hak yang dimiliki 
sebelumnya terhadap anak tetap menjadi hak orang tua.  
Aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilalihan pengasuhan anak adalah orang tua, 
saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, saudara laki-laki ayah, saudara perempuan ayah, 
nenek pihak ibu, adik, dan kakak korban. 
Saran 
Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut maka disarankan bahwa tanggungjawab 
pengasuhan anak korban bencana tidak harus diberikan kepada lembaga-lembaga luar tetapi 
dapat dengan cara  pemberdayaan masyarakat. Prakondisi penting dalam mengupayakan 
optimalitas pengambilalihan tanggung jawab pengasuhan anak tetap melalui pendekatan institusi 
lokal dan sistem masyarakat (local institutions based and community based). Masyarakat dan 
keluarga luas perlu dilibatkan  untuk dapat membantu mengambilalih tanggungjawab 
pengasuhan anak korban gempa tersebut.   Melakukan penelitian lebih mendalam lagi guna 
mengetahui sejauhmana efektifitas ketiga pola pengambilalihan pengasuhan anak tersebut dalam 
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